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Dengan hormat,
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t. Sebagaimana diketahui bahwa hak dan kewajiban pegawai di PT. Angkasa Pura I saat ini

diatur dalam Perjanj ian Kerja Bersama l l  (PKB l l)  Nomor : SP.3l/HK.10/2006-DU

sP.AP.f .oL/PKB/2AO6

tanggal Uanuari 2006 yang mulai berlaku terhitung tanggal l Januari 2005, Dalam PKB ll

tersebut antara lain diatur hak-hak pegawai yang berhenti bekerja/pensiun dari PT.

Angkasa Pura I yaitu diatur dalam Bab lX Bagian Ketiga yang pada pokoknya kepada

pegawai yang berhenti bekerja/pensiun dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan,

dijaniikan sebagai berikut :

a. Pemtjerian manfaat pensiun/uang pensiun dengan berdasarkan Progran Pensiun

Manfaat Pasti (Pasal 64);

b. PemberianTunjangan HariTuaI-HT (Pasal 65);

c.  Pemberian Pemel iharaan Kesehatan (Pasal 56).

2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, khususnya yang berkaitan dengan Progran Pensiun

mengingat pelaksanaannya sekarang belum sesuai dengan berbagai ketentuan yang

berlaku, perkenankan kami memberikan masukan/usulan serta permohonan hal-hal

sebagai ber ikut:

a.  Program Pensiun bagi Pegawai dan Pensiunan Pegawai PT. Angkasa Pura lsaat in i

diatur dalam Peraturan Dana Pensiun Angkasa Pura I  yang di tetapkan dengan

Keputusan Direksi PT (PERSERO) Angkasa Pura I Nomor : KEP.19/KU.60/2000 tanggal
L
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Ll Mei 2000 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Angkasa pura l,
sebagaimana telah diundangkan dalam tserita Negara Rl Nomor : 64 Tahun 2OO0,
Tambahan Ber;ta Negara Rl Nomor:59/DAPEN Tahun 2000 jo pasal 54 perjanjlan Kerja
Bersama (PKB) ll antara PT (PERSERO) Angkasa Pura I dengan Serikat peke,rja pT.
(PERSERO) Angkasa Pura I Nomor : SP.3UHK.10/200G-DU tanggal l Juni 2006

SP.AP.t.0L/PKB/2N6
di mana (PKB) ll tersebut menurut hemat kami pada saat ini merupakan Beraturan
tertinggi yang mengatur hak dan kewajiban pegawai di lingkungan BUMN. Jadi pKB
tersebut mengikat para pihak untuk ditaati dan dilaksanakan;

Materi penting yang berkaitan dengan Program Pensiun pegawai dan pensiunan
Pegawai PT-Angkasa Pura t (PERSERO) yang diatur dalarn pasal 64 pKB lt adalah
sebagai berikut :

Ayat (21 yang menyebutkan : I Perrettcr f,)trna Fenslun Anghora Furcr I
(DAPENRA) terdirl dorl tregcrroi Perurchoqn dan Pegcnpcl Negeri 51pil
Dipe?bqntuhon yang memenuhi ryorcrt hepesertcan reruoi 

'dengcrn

peruturon pedo Dono pensign Anghoro Furo I (DAPENRA),,;

Ayat (5)yang rnenyebutkan : r Apcbtlo Pegqrpol mengoloml henoihEn gcstl
moha hepodo pensiunon diberihcn henaikan nnonfasl Fenrign ,.reb.e.s.er
henoihern rtruktu; Penggsiion tregcnnoi ohtif '; (Ketentuan ini selara, 

' 
d"ngrn

yang diatur dalam ketentuan Pasai 3E ayat (1) KEp.lglKu.6al2aaa,yang berbunyi :3
Ilollm httl terlcrdi henoihon struhts? penggclion Pesetc, mchc becrnyo
llsnfoqt Pendun bogl Fensiqnqn/londo/Dudo/Anch dtnqihhon seberar
henoihon struhtur penggoiion Fererto dcrn rn$loi dibayerhon bersornoqn
dengon dlmulotngtr henoihqn rtruhtur peng$rftFir perettr r);
untuk menghitung Manfaat Pensiun, sebagaimand.diatur dafam pasal 1 butir 14
huruf b Peraturan Dana Pensiun (PDPladalah berdasarkan penghasilan Dasar
Pensiun (PhDP) yaitu terdiri dari Gaji Pokok terakhir Pegawa! ditambah Tunj. lstri,
Tunj' Anak, Tunj. Perusahaan dan Tunj. Pangan; yang di dalam peraturan
Kepegawaian PT. Angkasa Pura I maupun yang diatur dalani Pasal 3g ayat (1) dan (2)
PKB ll dikenal dengan Paket Gaji, di mana Gaji Pokok mengacu kepada struktur gaji
Pegawai Negeri Sipil yang berlaku. ( Pengertian rnengacu di sini ada lah
meniru/njiplak dan tidak secara langsung berlaku secafa huku,m. Untuk itu maka
ketentuan terseLrut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal gT.Undang-undang
Nomor : 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negaia ,,maupun pasal 95
Peraturan Pemerintah Nomor 45 TAHUN 2005).



Dalam praktek, dengan mengacu ketentuan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang berlaku

tersebut justru lebih cocok dengan kondisi kepegawaian PT. Angkasa Pura l, karena

adanya Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan, di mana pembinaa n

administrasinya khususnya untuk kenaikan pangkatnya masih dilaksanakan oleh

instansi induknya. Jadi kenaikan pangkat yang berdampak pada masalah gajinya

masih bisa selaras/simultan dengan gaji Pegawai Perusahaan. Bahkan manfaat
pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan yang dibayarkan selisihnya
(selisih lebih yang diatur dalam ketentuan Pasal 49 huruf c PDP ) tidak ada

masalah. Berbeda kalau Peraturan Penggajian di Perusahaan berlaku ketentuan
yang berbeda, maka akan terjadi manfaat selisih minus, karena kenaikan gaji PNS

lebih cepat/tinggi dibanding dengan kenaikan gaji Pegawai Perusahaan.

Perlu disampaikan bahwa pengertian kenaikan struktur penggajian peserta yang

mengacu kepada Gaji POKOK Pegawai Negeri Sipil, maksudnya dan dalarn
praktek adalah apabila unsur unsur Paket Gaji naik (misalnya Gaji Pokok Pegawai
Negeri Sipil naik), maka Gaji Pokok Pegawai PT. Angkasa Pura I juga naik dan
meniru/ njiplak sebesar kenaikan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dimaksud.
Dalam hal demikian maka manfaat pensiunan para pensiunan juga naik sebesar
kenaikan Gaji Pokok Pegawai PT. Angkasa Pura l.

o Arlat {7} yang menyebutkan : r Perelurqn Dqnc Penslgrn, mer€ihr.*i
heteniucrn rebogoimcnq yong tetoh diatur dqn dlletophan dolorn
Kepr*utcn ltong diterbithon oleh Penguroho | ( Keputusan Pengusaha Ci sini
sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi PT. (PERSERO) Angkasa Pura t
Nomor : KEP .L9 | KU .6A 12000) ;

Dalam prakteknya, ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilaksanakan
sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

o Sejak statusnya Angkasa Pura I sebagai Perusahaan Umum (PERUtfl) yang
peraturan-peraturan kepegawaiannya diatur oleh Menteri Perhubungan yaitu :
1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor :79/KP.O05/Phb-84 tentang Pokok-

pokok Pembinaan Kepegawaian Perusahaan Umum di Lingkungan
Depa rtemen Perhubunga n;

2l Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : 190/KP.401/Phb-85 tentang
Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Perusahaan Umum di Lingkungan
Departemen Perhubunga n;



3)

4l

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 19VKP.308/Phb-85 tentang

peraturan GAll Pegawai Perusahaan Umum di Lingkungan Departeman

Perhubungan;
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : M.194/KP.405/Phb-85 tentang

pembinaan pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Perhubungan

yang Diperbantukan/Dipekerjakan di Luar Instansi Induk;

sampai dengan statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (PERSERO) pada tahun

1993 dan bahkan sampai dengan tahun 20A6, pelaksanaan pembinaan

kepangkatan maupun penggajiannya tidak ada masalah, termasuk di dalamnya

pelaksanaan pemberian hak-hak pegawai/pensiunan pegawai maupun Pendanaan

Program Pensiun tidak pernah mengalami defisit.

Masalah timbul sejak tahun ZAA7,

kenaikan, demikian juga manfaat

pokok PNS naik t5%.

Pada Thaun 2008 ada kenaikkan

tersebut dihitung berdasarkan gaji

PNS tahu n 2AA7 .

di rnana gaii pegawai tahun 2W7 tidak ada

pensiun bagi para pensiunan; padahal gaji

gaji pegawai sebesar 2A yo, tetapi kenaikan

pokok tahun 2OA6; dan bukan dari gaji pokok

. Tahun 2009 ticiak ada kenaikan, padahaf PNS naik sebesar LS %.

. Tahun 2010 juga belum ada kenaikan gaji pegawai, padahal PNS naik sebesar 5 Y".-

Jadi kalau dijumlahkan gaji Pegawai PT. Angkasa Pura I tertinggal sekitarsebesar39Y"

dibandingkan dengan gaji PNS, demikian pula manfaat pensiun Pensiunan Pegawai

pT. Angkasa pura I semakin lebih kecil dibanding dengan manfaat Pensiun PNS' Hal

tersebut tentunya telah menimbulkan ketidakadilan dan mengurangi tingkat

kesejahteraan Pegawai/Pensiunan Pegavrai Perusahaan.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perkenankan kami mengajukan

usullpermohonan sebagai berikut :
o Mohon kiranya Program Pensiun Pegawai/Pensiunan Pegawai dapat dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak menimbulkan ketidak

adila n cla n me ngura ngi tingkat kesejahteraan Pegawai/Pensiunan Pegawai;
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c

o Mohon kiranya kenaikan gaji Pegawai/Pensiunan Pegawai untuk tahun 2OO7

sebesar ts%dari Gaji pokok tahun 2006, kenaikan Gaji Pokok Pegawai/Pensiunan

pegawai untuk tahun 2008 sebesar 2a % dari Gaji Pokok tahun 2OO7, kenaikan

Gaji pokok pegawai/pensiunan Pegawai tahun 2009 sebesar L5% dari Gaji Pokok

tahun 200g, dan kenaikan Gaji Pokok Pegawai/Pensiunan Pegawai tahun 2010

sebesar S % dari Gaji pokok tahun 2009, yang kalau dijumlahkan sekitar 39 Yo,

dapat direalisasikan;

o Kalaupun misalnya ada rencana perubahan pola penggaiian dengan menggunakan

pola yang lain dan tidak mengacu kepada pola penggajian Pegawai Negeri Sipil

(yang saat ini berlaku), kenaikan sebesar 39 % tersebut mohon dapat

dilaksanakan terlebih dahulu sebelum adanya perubahan pola penggaiian

berdasarkan pola yang lain, karena memang demikianlan menurut ketentuan

yang berlaku.

o Kalau akan mengadakan perubahan pola penggajian Pegawai yang kemudian

pasti berdampak pada pofa kenaikan manfaat pensiun, mohon kiranya

perubahan pola tersebut tidak mengurangi nilai manfaat dibanding dengan pola

sebelumnya, dan sebelum diberlakukan mohon dapat disosialisasikan terlebih

dahulu pada Para Pensiunan-

Demikian masukan/usulan sena permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Dir"eksi

kami ucapkan terima kasih.

UDAYA S
Ketua

Tembusan Yth :

1. Pengurus DAPENRA,

@ Pengurus DPP Serikat Pekerja PT. AP l.
3, Pengurus DPP Asosiasi Karyawan PT. AP l.

4. Penasehat HIMPURA Pusat.
5. Para Pengurus HIMPUM Cabang PT. AP l-
5, Arsip.
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